
 

 
 

 
 
 

 
 

BUPATI REMBANG 

 
PERATURAN BUPATI REMBANG 

 
NOMOR   4   TAHUN 2014 

  

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39  
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN 

LAMBANG PARTAI POLITIK, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  

ALAT PERAGA LAINNYA DI TEMPAT UMUM 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REMBANG, 

Menimbang : a. Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 
39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga 

Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan 

Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat 
Peraga Lainnya di Tempat Umum ; 

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bersama Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan 
Suara (PPS) se Kabupaten Rembang, terdapat beberapa 

tempat yang harus direvisi karena tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat 
Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat 

Umum; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4422), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan  Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor  8); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);     

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117);  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang 

Nomor 6 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Kerapian, 
Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1977 
Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 1 Seri  C);    

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 
Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 81);    

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 

2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2012 Nomor 1); 

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang 
Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga 

Lainnya di Tempat Umum (Berita Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2007 Nomor 106) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan 
Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat 
Peraga Lainnya di Tempat Umum (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 39); 

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2008 
tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 651); 



         

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA  

ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 
2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN 
LAMBANG PARTAI POLITIK, ALAT PERAGA KAMPANYE 

DAN ALAT PERAGA LAINNYA DI TEMPAT UMUM 
 
  Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye 
dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum (Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 106) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang 
Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga 

Lainnya di Tempat Umum (Berita Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2013 Nomor 39), diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

 
  Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 
 
        Ditetapkan di Rembang 

        pada tanggal  4 Pebruari 2014 
  
 BUPATI REMBANG 

 
 ttd 

 
 H. MOCH. SALIM 

Diundangkan di Rembang 

pada tanggal 4 Pebruari   2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 
ttd 

 
HAMZAH FATONI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR  4 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
ttd 
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